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ABSTRAK 
Nurhidayat (B111 13 130), Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Yang 
Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan No. 
295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm) dibawah bimbingan  Prof.Muhadar,SH.MS 
selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas SH.MH selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
Oleh hakim dalam putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, dan 
petimbangan hukum hakim dalam putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sungguminasa yang mengambil 
lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan melakukan 
wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta melakukan pengumpulan 
data berkenaan dengan objek penelitian. 
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 
1.)Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa 
melanggar Pasal 310 ayat (4), UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 2.) Berdasarkan alat bukti yang terungkap 
dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama 
lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hokum 
3.)Berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam 
Putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm berdasarkan Pasal 310 Undang-
Undang Repukblik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Hakim mengadili Menyatakan Terdakwa HAMKA bin 
ABDUL HAFID DG. TIRO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana "Kelalaian yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia” dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan, menetapkan masa 
penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri 
dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari 
aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan 
melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat 
menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya 
transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam 
mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir 
perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi 
karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan 
dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.  
Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota 
Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan 
berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa. Lalu lintas di Kabupaten Gowa 
tidak sekompleks di kota-kota besar seperti Jakarta atau Makassar. 
Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang tidak 
terlalu padat membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat 
lebih manusiawi dibandingkan kota besar. Hal tersebut tidak menjamin 
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bahwa keadaan lalu lintas di daerah tersebut baik-baik saja, ada juga 
sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan berupa kecelakaan. 
Akibat dari renggangnya keadaan jalan pada Kabupaten Gowa khususnya 
jalan penghubung antar kabupaten atau jalan poros sering membuat para 
pengguna jalan terlena dengan kondisi jalan yang sepi sehingga kerap 
mengabaikan keselamatan dan dapat membahayakan keselamatan 
pengguna jalan lain atau masyarakat sekitar. Terlebih lagi keadaan sarana 
atau pra-sarana dari jalan poros tersebut tidak selengkap dan memadai 
seperti jalanan di perkotaan, misalnya keadaan jalan yang rusak seperti 
berlubang, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, dan tidak adanya lampu 
penerangan jalan. Hal tersebutlah yang membuat insiden kecelakan lalu 
lintas dapat terjadi kapan saja apalagi jika pengguna jalan tidak berhati-
hati tau ceroboh dalam berkendara.  
Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya 
mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban 
psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan 
dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam 
melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja 
dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.  
Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap 
memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari 
bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga 
negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. 
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Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menciptakan 
kondisi serta situasi dimana seluruh rakyat dapat menikmati dan merasa 
aman dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dari nilai 
hukum. Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal 
kepada pelaksanaan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyrakat 
tunduk dan taat pada norma hukum.  
Dalam peristwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah 
dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan 
penuntutan didepan hukum, kejadian yang terjadi haruslah merupakan 
kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi 
merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan kelalaian 
atau kealpaan.  
Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya 
seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan 
kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. 
Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di 
atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya yang mngakibatkan kecelakaan lalu lintas 
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dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara palig lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian 
pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia 
ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut 
diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah 
diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa 
tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus 
kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan 
masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara 
sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib 
dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.   
Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:  
1. Pasal 359 KUHP :  
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
kurungan paling lama satu tahun”.  
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2. Pasal 360 KUHP :  
(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat  diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan 
paling lama satu tahun. 
(2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga 
timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau 
dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana 
denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 
Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan 
bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan 
orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.  
Tingginya tingkat kecelakaan lalu intas (lakalantas) sendiri terjadi 
karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi 
kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, 
misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat 
pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan 
terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar 
terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan 
keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, 
kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah 
kesalahan pengemudi pada umumnya. 
Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup 
memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka 
6 
penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai delik kealpaan yang 
menyebebkan korban mengalami kematian dengan judul “Tinjauan Yuridis 
terhadap Tindak Pidan yang Mengakibatkan  Orang Lain meninggal dunia 
(Studi Kasus No. 295/Pid.Sus/2015/ PN.Sgm)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana  kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam 
perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian 
seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam 
hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana kealpaan yang menyebabkan Kematian Seseorang dalam 
perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
penjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan 
kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. 
 
D. Manfaat Penelitian 
a. Penulis mengaharapkan agar hasil penulisan ini dapat menjadi 
bahan pembahasan guna meningkatkan pemahaman setiap orang 
khususnya mahasiswa dalam hal hukum pidana terkhusus tentang 
delik kelalaian. 
b. Penulis juga mengahrapkan hasil penulisan ini dapat menjadi 
acuan atau referensi bagi penulis yang tertarik membahas hal yang 
berkaitan dengan segala hal yang ada dalam tulisan ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata yaitu kata “Tinjauan” dan 
“Yuridis”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. 
Poerwardaminata, 2006:194) mengemukakan Tinjauan yaitu:  
Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, 
pengumpuln data pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistemastis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalaan.   
 
Selanjutnya Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan menurut 
hukum secara hukum, dan dari segi hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang memeriksa secara teliti, 
menyelidiki, mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan 
objektif untuk memecahkan persoalan hukum dari segi hukum. 
Hukum pidana materiil adalah isi atau substansi dari hukum pidana, 
dimana hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian 
tentang Strafbaarfeit (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan 
tentang syarat-syarat Strafbaarheid (hal dapat dipidananya seseorang), 
penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya; 
hukum pidana materiil menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat 
dipidana.  
Menurut van Hattum (Lamintang, 1997: 10), Hukum pidana materiil 
yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang 
tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang 
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dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan 
terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang 
dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum 
pidana yang abstrak.   
Dengan kata lain, hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), 
adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan:  
1. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana;  
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain 
mengatur pertanggungjawaban terhadpa hukum pidana;  
3. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang 
yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana.   
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana   
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat 
bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (yaitu suatu keadaan 
atau kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 
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ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya 
kejadian itu.  Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang 
erat, oleh karena antara kajadian dan orang yang menimbulkan kejadian 
itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan 
yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian 
abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit.  
Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang 
yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Ada istilah lain yang dipakai 
dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, timbul dari pihak 
kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. 
Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak“ tidak 
menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya 
menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa 
dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-
gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata yang 
tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang 
menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, 
maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.  
Contoh: UU no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum (Pasal 127, 129 
dan lain-lain). 
Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas 
hukum pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau 
dalam bahasa Belanda Strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah 
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resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu 
delict. 
Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaarfeit terdiri dari 3 
kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari Strafbaarfeit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.  
Selain istilah straftbaarfeit, dipakai istilah lain yang berasal dari 
bahasa latin yaitu “delictum”. Dalam bahasa Jerman disebut “delict”, 
dalam Bahasa Perancis disebut delit dan dalam Bahasa Indonesia dipakai 
istilah delik.  
Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tidak pidana 
dalam bahasa asing adalah “delict” yang berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan 
merupakan “subjek” tindak pidana.  
Begitu sulit memberikan pengertian terhadap Strafbaarfeit, 
membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan 
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sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman 
akan istilah Strafbaarfeit.  
Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi tentang 
Strafbaarfeit menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau 
mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 
Menurut van Hamel (Leden Marpaung, 2008:7), tindak pidana 
adalah suatu serangan atau anncaman terhadap hak-hak orang lain.  
H.R Abdussalam (2006:3) memberikan definisi tentang Strafbaarfeit 
sebagai:  
“Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 
yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan 
dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam 
pidana”.     
 
Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan definisi 
tentang Strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu:  
1. Definisi pendek memberikan pengertian Strafbaarfeit sebagai 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.  
2. Definisi panjang memberikan pengertian Strafbaarfeit sebagai 
suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik 
dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.   
 
Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang Strafbaarfeit 
dari 2 (dua) segi, yaitu:  
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1. Dari segi teoritis, Strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum.   
2. Dari segi hukum positif, Strafbaarfeit adalah tindak lain daripada 
suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
 
Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan 
pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu 
perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan 
sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap 
pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, 
sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni 
dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. 
Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar 
“strafbare feiten” yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui 
bahwa tidak satupun dari “strafbare feiten” tersebut yang memiliki sifat-
sifat umum sebagai suatu “Strafbaarfeit”, yakni bersifat “wederrechtelijk”, 
“aan schuld te witjen” dan “straafbaar” atau yang bersifat “melaggar 
hukum”,”telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” 
dan “dapat dihukum”.      
Pengertian tentang Strafbaarfeit yang dikemukakan oleh pompe 
memiliki keterkaitan dengan pengertian yang dirumuskan oeh Simons 
tentang Strafbaarfeit.   
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2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni; (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut 
undang-undang. Teoritis artinya berdasrkan pendapat ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyirumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang 
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan 
yang ada. Dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur-unsur yang 
terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 
macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah 
yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur unsur tersebut di 
antaranya adalah:  
a. Niat  
b. Maksud dan tujuan  
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan Culpa)  
d. Kemampuan bertanggungjawab   
Selanjutnya unsur tersebut adalah unsur-unsur yang ada kaitannya 
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur tersebut diantaranya;  
 
a. Perbuatan   
b. Akibat  
c. Keadaan-keadaan  
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Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur 
objektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana terseb tidak ada, maka bisa 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Dari rumusan-rumusan tindak 
pidana dalam KUHPIdana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak 
pidana. (2011: 82) yaitu:  
1) Unsur tingkah laku  
2) Unsur melawan hukum   
3) Unsur kesalahan  
4) Unsur akibat konstitutif  
5) Unsur keadaan yang menyertai;  
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntut pidana;  
7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;  
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;  
9) Unsur objek hukum tindak pidana  
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;  
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana  
 
Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai 
berikut:  
a. Unsur Objektif, terdiri atas:  
1. Perbuatan orang;  
2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;  
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.  
b. Unsur subjektif, terdiri atas:  
Orang yang mampu bertanggungjawab;  
 
Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. Hal tersebut diatas 
sejalan dengan apa yang dikatakan ole Leden Mapaung (2005:9), bahwa 
unsur-unsur delik sebagai berikut:  
a. Unsur Subjektif   
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum  
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”  
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang  
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diakibatkan oleh kesengajaan (Opzet) dan Kelalaian (Schuld).  
b. Unsur Objektif  
Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:  
 
1) Perbutan Manusia, berupa:  
a) Act, yakni perbuatan aktif dan posessif;  
b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan egatif,  
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan;  
 
2) Akibat (Result) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahyakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan 
sebagainya.  
 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances) Pada umumnya keadan-
keadaan ini dibedakan antara lain:  
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.  
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.  
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
 
Sifat dapat melawan hukum berkenan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah.  
 
Sementara itu, menurut Moeljatno (2002:63) bahwa unsur atau 
elemen dari perbuatan pidana adalah:  
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);  
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;  
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;  
4. Unsur melawan hukum objektif;  
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana  
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian 
dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-
jenis dari tindak pidana. Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang 
lebih tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu 
pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam 
“Onrecht”, yang mereka sebut ”Crimineel Onrecht” dan “Policie Onrecht”. 
Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut 
sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” atau “tertib hukum” 
dalam arti yang lebih luas daripada sekedar “kepentingan-kepentingan”, 
sedang ”Police Onrecht” adalah setiap tindakan melawan hukum yang 
menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan 
yang terdapat di dalam masyarakat”. Sebelumnya, para pembentuk kitab 
undang-undang hukum pidana k ita telah membuat suatu pembagian ke 
dalam apa yang mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataanya mengandung sifat 
melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap bahwa 
perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau 
pembunuhan. Sedangkan Wetsdelicten tindakan-tindakan yang mendapat 
sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini 
peraturan perundang-undangan. Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa 
dalam hal pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang 
baru bagi dunia hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 
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pembagian, yang pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam 
buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang terdapat dalam buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan 
hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, 
diantaranya adalah:  
a. Delik Formal dan Delik Materil  
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan 
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang, contohnya pencurian, sedangkan delik materil adalah 
delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur 
dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 
KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatanya telah terpenuhi, yaitu 
mati atau hilangnya nyawa seseorang. Mengenai pembagian delik formal 
dan delik materil, Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, 
karena menurutnya (Teguh Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku yang 
terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi 
karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana”. 
Beliau lebih sepakat menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara 
formal dan delik yang dirumuskan secara material.  
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten.  
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam 
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hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), 
yaitu;  
1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk),  
2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn),  
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus 
eventualis).   
 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-
benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan 
kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si 
pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu 
pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan 
sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi 
dan pada akhirnya betul-betul terjadi. Culpooze delicten adalah delik-delik 
atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur 
kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.  
c. Gewone delicten dan Klacht delicten  
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat 
dituntut tanpa adanya suatu pengaduan sementara. Klacht delicten 
(Teguh Prasetyo, 2010:59), “adalah tindak pidana yang penuntutannya 
hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang 
berkepentingan atau terkena”. Dalam tindak pidana tersebut, penuntutan 
dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang memiliki kepentingan, 
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siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan 
ketentuan yang ada.  
Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 
Absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten. Absolute klachtdelicten 
adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada 
pengaduan dan pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, 
sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang berdasarkan 
pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan 
khusus. Misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dalam tindak 
pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang 
yang diduga merugikan dirinya. Dalam hal tindak pidana aduan relatif, 
aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang 
namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah 
merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-
pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu 
tidak dapat dituntut. Selain membahas masalah siapa yang berhak 
melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur masalah jangka 
waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu tersebut 
diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Jangka waktu yang diatur dalam 
KUHP tersebut adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk 
mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan 
bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut 
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terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu 
tindakan yang telah merugikan dirinya.  
d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis  
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu 
yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik 
Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-
larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, 
pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik 
yang berupa pelanggaran terhadap keharusankeharusan menurut 
undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam 
persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Disamping delik 
tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 2010:58), ada juga yang disebut dengan 
“delik commissionis permissionem commisa”.  Misalnya seorang ibu yang 
sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi 
dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan cara tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Selain yang ada diatas, 
dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana 
yang lain, (Teguh Prasetyo, 2010:60) diantara lain:  
a. Delik berturut-turut (voortgezet delict):  
yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya 
mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali 
seratus ribu rupiah.  
 
b. Delik yang berlangsung terus,  
misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, 
cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan 
waktu. 
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c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd),  
yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di 
malam hari, penganiayaan berat.  
 
d. Gepriviligeerd delict,  
yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh 
ibu yang melahirkan karena takut diketahui.  
 
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan 
kepala negara dan sebagainya.  
 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai 
negeri, ayah, ibu, dan sebagainya yang disebutkan dalam 
pasal KUHP. 
 
C.  Kesalahan (Dolus dan Culpa) 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggung jawab.  
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian 
seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu 
bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat unsur yaitu:  
1. Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum);  
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;  
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(Dolus) dan Kelalaian/kelalaian (Culpa)  
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 
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Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakaukan. Menurut ketentuan yang 
diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:  
1. Kesengajaan (Opzet)  
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 
Opzet, bukan unsur Culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas 
mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu 
dengan sengaja.  
Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu:  
1. Perbuatan yang dilarang;  
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;  
3. Perbuatan itu melanggar hukum.  
Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:  
a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si 
pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh 
khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu 
tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas 
dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa 
dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si 
pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok 
alasan diadakannya ancaman hukum pidana (constitutief gevolg).  
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Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang berpendapat di 
kehendaki ialah hanya perbuataanya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si 
pelaku hanya dapt dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi 
(voorstellen). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang 
bertentangan satu sama lain, yaitu:  
1. Teori kehendak (wilstheorie)  
2. Teori bayangan (voorstellen-theorie).  
Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan 
dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori 
bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku saat mulai 
melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang 
bersangkutan akan tercapai, sehingga ia menyesuaikan perbutannya 
dengan akibat itu.  
b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan 
(zekerheidsbewustzijn)  
Kesengejaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuataannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi 
dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan 
mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) 
menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga 
ada kesengajaan menurut teori bayangan (voorstellingtheorie) keadaan ini 
sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam 
keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, 
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melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, 
bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.  
Menurut Van Hattum, maksud “kepastian” ialah suatu kemungkinan 
yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seorang manusia biasa 
menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.  
c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn)  
Lain hal nya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak 
disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat bersangkutan, 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 
Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat antara para sarjana hukum 
Belanda.  Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis 
Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe mengatakan, bahwa dengan hanya 
ada keinsafan, kemungkinan tidak ada kesengajaan, melainkan hanya 
mungkin ada Culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat 
dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama 
atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka 
sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama 
dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya 
disamakan atau dianggap seolah-olah sama. 
 
 
 
26 
 2. Kelalaian (Culpa)  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan 
menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang 
itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:  
1. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka 
tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana;  
2. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang 
dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang 
lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360,361 KUHPidana. 
Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:  
a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat 
menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga 
sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan 
(termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;  
b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan 
kurang berpikir panjang; dan  
c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku 
harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya 
tersebut.  
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Sedangkan menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. 
Sutorius, skema kelalaian atau Culpa yaitu:  
1. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachtzaam), tidak acuh. Dimana seseorang 
sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.  
2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)  
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir (onnadentkend), lengah (onoplettend), dimana seseorang 
seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian. Jadi 
kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu 
perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan 
tersebut, makan akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum 
pidana. Sedangkan Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku 
tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan 
tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumya maka ia tidak 
akan melakukannya.  
c. alasan pemaaf Tidak ada  
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari 
tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari 
tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan 
tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, 
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maka bentuk hubungan adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk 
penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, 
yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.  
Menurut Ruslan Saleh (Amir Ilyas, 2012:87) mengatakan bahwa:  
Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan 
bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada 
terhapus keselahannya atau tiada alasan pemaaf, adalah termasuk dalam 
pengertian kesalahan (Schuld).   
Pompe (Amir Ilyas, 2012:87) mengatakan bahwa:  
“Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
“kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam 
dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: 
“Tiada pidana, tanpa kesalahan”.   
1) Daya Paksa Relatif (overmacht)  
Overmacht Merupakan daya paksa relatif (vis compulsive) seperti 
keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHPidana. Dalam 
KUHPidana daya paksa tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam 
memorie van toelichting (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, 
setiap daya paksa orang berada dalam dwangpositie (posisi terjepit).  
2) Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweerexces)  
Pasal 49 ayat (2) KUHPidana  
Pasal 49 ayat (2) KUHPidana menyatakan:  
“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau 
ancaman serangan itu tidak dipidana.”  
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3) Menjalankan Perintah Jabatan Yang tidak Sah, Tetapi Terdakwa 
Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHPidana Perintah berasal 
dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa 
perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat 
dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, 
mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan 
pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas  
1. Pengertian Lalu Lintas  
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas 
didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, 
sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana 
yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang 
yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan 
raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, 
jalan dan pejalan kaki. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan 
lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib 
dan teratur, nyaman dan efisien melalui menajemen lalu lintas dan 
rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan 
peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas 
menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus 
dipersimpangan.  
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2. Kecelakaan Lalu Lintas  
Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan 
yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 
tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau 
kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut:  
(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:  
a. Kecelakaan lalu lintas ringan;  
b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau  
c. Kecelakaan lalu lintas berat.  
(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.  
(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka 
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.  
(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia atau luka berat.  
(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian 
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pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan 
jalan dan/atau lingkungan. 
3. Kendaraan Bermotor  
Berdasarkan Pasal 1 ke-8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah 
setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin 
selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 
Sebuah kendaraan yang disebut sepeda 
motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. 
Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor 
tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan 
rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada 
pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor 
di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, 
terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan 
bakarnya serta serta biaya operasionalnya cukup hemat. 
 
 
 
 
 
32 
E. Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa 
Orang lain  
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan  
Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang 
menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI 
Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:  
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Terdapat pula dalam Undang-
undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut:  
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah).  
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 
229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 
(lima juta rupiah).  
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  
  
2. Unsur Delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam 
KUHP 
Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:  
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun.  
Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu: 
a. Barang siapa   
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan 
siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik 
tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang 
memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada 
keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam 
melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai 
keadaan sadar.  
b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)  
Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan 
akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang 
berbuat).  
Van Hamel (Moeljatno 1982: 201) berpendapat bahwa kealpaan 
(Culpa) mengandung dua syarat, yaitu: 
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1. Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh 
hukum.  
2. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh 
hukum. 
 
Simon (Moeljatno 1982: 201) berpendapat sama dengan Van 
Hamel yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya 
penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Ini 
memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang 
diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari 
sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang 
berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak 
merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak 
memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang 
tidak dikehendakinya.  
c. Menyebabkan Matinya Orang Lain  
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya 
menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat 
hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan 
sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.  
Menurut Adam Chazawi (2002 : 125), kalimat “menyebabkan orang 
mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari 
pembunuhan (Pasal 338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalaah 
terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (Culpa) 
sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan. 
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F. Putusan  
1. Pengertian putusan  
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi 
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan 
pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim 
sendiri.  
Pasal (1) angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan 
sebagai:  
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur 
dalam Undang-undang ini”.    
 
 
2. Jenis-jenis putusan  
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu:  
a. Putusan yang bukan putusan akhir  
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan 
perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan 
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Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat 
berupa:  
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan 
kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.  
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal 
demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 
(2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.  
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut 
telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya. 
b. Putusan akhir  
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” 
dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi 
apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas 
pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat 
berupa:  
1) Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)  
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Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, lazim 
disebut dengan “vrijspraak”. Aturan hukum putusan bebas diatur 
dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu “Jika pengadilan 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbuti secara 
sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”  
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan 
“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut 
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan 
alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.  
2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 
191 ayat (1) KUHAP) Secara umum putusan pelepasan dari 
segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum.   
Apabila dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan 
Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala 
tuntutan terjadi jika:  
a) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
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meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut 
bukanlah merupakan tindak pidana  
b) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar  
c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.   
c. Putusan pemidanaan  
(Pasal 193 ayat (1) KUHAP) Pada dasarnya putusan pemidanaan 
diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu:  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan 
pidana”   
Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat 
terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim 
berpendapat: 
1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau 
penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan.  
2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak 
pidana atau pelanggaran  
3) Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di 
persidangan (Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP) 
d. Pertimbangan hakim  
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Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri 
tanpa bantuan orang lain untuk menginginkan agar kepentingan-
kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam maka 
memerlukan bantuan manusia lain. Dengan adanya orang lain maka 
tercipta suatu hubungan antara manusia dengan manusia atau yang 
disebut hidup bermasyarakat, didalam hidup bermasyarakat harus tunduk 
pada aturan yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat terdapat norma-
norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur tata pergaulan 
dimasyarakat dan hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena 
manusia mempunyai kepentingan.  
Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang 
menganam kepentingannya sehingga seringkali mengakibatkan 
kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Kepentingan tersebut 
adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk 
dipenuhi.  
Norma atau kaidah yang terdapat di dalam masyarakat meliputi 
kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah 
hukum. Masingmasing kaidah mempunyai tuntutan dan sanksi bagi 
mereka yang melanggarnya.  
Terciptanya kepatuhan warga masyarakat harus ada kaidah atau 
norma, maka pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan lembaga yang 
di tunjuk oleh Negara sebagai lembaga yang menguasai kehidupan 
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bermasyarakat. Tujuan diadakannya kaidah dan norma adalah untuk 
menciptakan rasa aman, damai, dan harmonis dalam bermasyarakat.  
Kaidah hukum mempunyai keistimewaan sendiri karena 
pelaksanaannya dapat dipaksakan terhadap pelanggarnya, berupa sanksi 
yang lebih berat disbanding pelanggar terhadap kaidah lainnya. Kaidah 
hukum mengatur tentang apa yang seharusnya dan apa yang dilarang 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga pelanggaran 
kaidah hukum merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban 
Negara secara langsung maupun tidak langsung.  
Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan 
masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah, 
yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu reaksi akibat atau 
konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat 
bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan atau 
ganjaran seperti rasa hormat atau simpati.  
Sanksi pada lazimnya adalah yang bersifat negative dengan 
ancaman hukuman hendak dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau 
pelanggaran kaedah sosial, sedangkan penghargaan digunakan untuk 
mendorong agar setiap orang menaati atau mematuhi kaedah.  
Seiring dengan perkembangan masyarakat suatu pebuatan yang 
berupa kejahatan maupun pelanggaran selalu mengikuti perkembangan 
masyarakat walaupun masyarakat sendiri tidak menghendakinya   
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Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.  
Roeslan saleh berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan 
tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan 
atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang 
dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana 
tersebut adalah perbuatan anti sosial.  
Berdasarkan defenisi tersebut di atas bahwa unsur formal harus 
sesuai dengan rumusan undang-undang, selain itu juga harus ditinjau dari 
segi pergaulan masyarakat dan untuk siapa aturan-aturan hukum itu 
berlaku.  
 
Perbuatan yang dimaksud tersebut adalah perbuatan yang harus 
betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak 
boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata 
pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu 
sendiri. Dengan adanya perbuatan pidana disamping memenuhi syarat-
syarat formal, unsur bersifat melawan hukum adalah syarat yang mutlak 
yang tidak dapat ditinggalkan  
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Ketika terjadi suatu perbuatan pidana maka titik tolak perhatian 
umum adalah pihak korban, sedangkan pengertian korban terdapat pada 
undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 
korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.  
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana diatur dalam pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi:   
“Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
persidangan yang menjadai dasar penentuan kesalahan-kesalahan 
terdakwa”.   
Menurut Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) yang menyatakan bahwa : 
Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta 
dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai ospek 
teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi 
yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan 
pendiriannya.  
Berdasarkan Undang-undang atau Secara Yurudis  
1. Dasar Pemberatan Umum  
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan 
pidana umum (Adami Chazawi 2002:73), ialah:  
a. Dasar pemebratan karena jabatan  
b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera 
kebangsaan  
c. Dasar pemberatan Karena pengulangan (recidive)  
 
a. Dasar pemberatan karena jabatan  
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Pemberatan pidana karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 
KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: Jikalau seorang pegawai negeri 
melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, karena 
melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan 
perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau 
daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh 
ditambah sepertiga.  
Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah 
terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau 
pegawai negeri) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan tindak 
pidana dengan:  
1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya  
2. Memakai kekuasaan jabatannya  
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya  
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya 
b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan  
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang berbunyi:  
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan menggunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, maka hukumannya untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah dengan sepertiganya.”  
Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya 
dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan 
kejahatan itu, oleh sebab itu dapat menggunakan cara apapun, yang 
penting kejahatan itu terwujud. Oleh karena itu dalam Pasal 52a ini 
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disebutkan tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu 
melakukan kejahatan, maka disini tidak berlaku pelanggaran. Disini 
berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut 
perundang-undangan diluar KUHP.  
c. Dasar pemberatan Karena pengulanagan (residive)  
Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), 
dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti sosial, 
masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, 
menjalaninya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada 
pengulanagan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi 
pengulanagan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberta 
pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak 
pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan 
undang-undang.  
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulanagan 
umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulanagan berlaku 
untuk dan terhadap semua tindak pidana.  
 
Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut: 
1) Pertama, menyebutkan dan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana 
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tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 
KUHP.  
2) Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, Pasal 387 dan 
Pasal 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
yang dapat terjad pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 
ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), Pasal 512 ayat  
(3). Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 pemberatan 
pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang 
diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Pemberatan pidana 
sebagamana diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 harus 
memenuhi dua syarat:  
1) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana 
yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari 
menjalaninya pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua 
kalinya itu, hak Negara untuk menjalankannya pidananya belum 
kadaluarsa.  
2) Melakukan kejahatan pengulangannya dalah dalam waktu 
belum lewat lima tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau 
seluruh pidana yang dijatuhkan.  
 
2. Dasar pemberatan khusus  
Disamping pemberatan pidana umum, undang-undang juga 
mengatur beberapa dasar pemberatan pidana khusus atau alasan 
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pemidanaan khusus, yang dimaksudnya hanya berlaku pada tindak 
pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam 
beberapa pasal di KUHP. Maksud dipemberatnya pidana, pada dasar 
pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana 
melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang 
bersangkutan. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya 
berlaku pada tindak pidana lain. Pasal yang mengatur dalam pemberatan 
khusus dalam KUHP adalah kualifikasi pencurian dirumuskan dalam Pasal 
363 dan Pasal 365, kualifikasi penggelapan dirumuskan dalam Pasal 374, 
Pasal 375, kualifikasi pembunuhan dirumuskan dalam Pasal 399 dan 340, 
kualifikasi penganiayaan dirumuskan dalam Pasal 352 ayat (2 dan 3), 
Pasal 355 ayat (1 dan 2), kualifikasi perusakan barang dirumuskan dalam 
Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410. Pada dasarnya alasan pemberatan 
terletak dalam dua segi yaitu segi obyektif dan segi subyektif. 
Segi obyektif terletak pada bermacam-macam sebab (Adami 
Chazawi: 95), antara lain:  
a) Pada akibat perbuatan, misalnya akibat luka berat atau 
kematian pada Pasal 170 ayat (2 dan 3), pada pencurian 
dengan kekerasan Pasal 365 ayat (3), pada penganiayaan 
biasa Pasal 351 ayat (3), pada pemerasan Pasal 368 ayat (2).  
b) Pada cara melakukan perbuatan, misalnya dengan tulisan 
pada pencemaran dalam Pasal 310 ayat (2), dengan 
memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan 
pada penganiayaan pada Pasal 356 ayat (3), dengan tipu 
muslihat, kekerasan atau ancaman, atau ancaman kekerasan 
dalam Pasal 332 ayat (2).  
c) Pada berulangnya perbuatan, misalnya kebiasaan dalam Pasal 
282 ayat (3), Pasal 299 ayat (2).  
d) Pada obyek tindak pidana, misalnya ternak dalam Pasal 363 
ayat (1), akta-akta otentik, surat hutang dan sertifikasi hutang 
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dari suatu Negara dalam Pasal 264 ayat (1), terhadap ibunya, 
bapaknya, istri atau anaknya, atau pejabat ketika atau 
menjalankan tugasnya yang sah dalam Pasal 356 ayat (1 dan 
2).  
e) Pada subyek tindak pidana (si pembuat), misalnya dokter, 
bidan atau juru obat. Pada segi subyektif misalnya dengan 
merencanakan terlebih dahulu yang terdapat dalm Pasal 340 
dan Pasal 353 ayat (1).  
3. Dasar Diperingannya Pidana Umum 
a. Menurut KUHP: belum berumur 16 tahun  
b. Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 1997: anak yang 
umurnya telah mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan 
belum pernah kawin.  
c. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan.  
a. Menurut KUHP: belum berumur 16 tahun  
Bab III buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurankan atau memberatkan pidana. Tentang hal 
yang meringankan atau mengurankan pidana dimuat dalam Pasal 45, 
Pasal 46, Pasal 47. Menurut Pasal 45, hal yang meringankan pidana 
karena si pembuat adalah seorang anak yang umurnya belum mencapai 
16 tahun. Inilah satu-satunya dasar yang memperingan pidana umum 
yang ditentukan dalam Bab III  
b. Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997:  
anak yang umurnya telah mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun 
dan belum pernah kawin. Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 
dasar diperingannya adalah sebab pembuatnya anak yang umurnya telah 
12 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak yang 
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diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun tidak 
dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat melakukan penyidikan dan 
dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, sebagai berikut:  
1) Jika penyidik berpendapat bahwa anak itu masih dapat 
dibina oleh orang tuanya walinya atau orang tua asuhnya.  
2) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi 
oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, maka penyidik 
menyerahkan anak itu ke departemen sosial setelah 
mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.  
c. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan  
Pasal 53 dan Pasal 57 KUHP mengatur tentang percobaan dan 
pembatuan kejahatan. Dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1). 
Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari 
ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataan 
menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai 
dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu 
orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. 
Berarti disini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat 
kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya sendiri. Tetapi sesungguhnya 
percobaan dan pembantuan ini adalah berupa dasar peringanan yang 
semu, bukan dasar peringanan yang sebenarnya. 
5. Dasar Diperingannya Pidana Khusus  
49 
Disebagian tindak pidana tertentu, adapula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam 
tindak pidana. Dasar diperingannya pidana khusus oleh karena 
didalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana 
tersebut menjadi lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. Contohnya 
tindak pidana dalam bentuk pokok pembunuhan dalam Pasal 339, 
penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1), pencurian dalam Pasal 362, 
penggelapan dalam Pasal 372, penipuan dalam Pasal 378. Pada tindak 
pidana diatas terdapat bentuk yang lebih ringan atau biasa yang disebut 
tindak pidana ringan, yaitu pembunuhan dalam hal meringankan dalam 
Pasal 341, penganiayaan ringan dalam Pasal 352, pencurian ringan 
dalam Pasal 364, penggelapan ringan dalam Pasal 373 dan penipuan 
ringan dalam Pasal 379.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian 
tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang 
penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang 
penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara 
langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang 
menangani kasus tersebut . 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah 
buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, serta peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan 
dengan dua cara, yaitu: 
 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
 Penelitan dilaksanakan dengan mengumpulkan, 
membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, 
internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan 
ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan 
masalah yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
 Penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung ke 
lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan secara 
langsung (observasi). Metode ini terdiri atas dua cara yaitu: 
a) Wawancara langsung terhadap majelis hakim dan 
panitera yang pernah menangani kasus tindak pidana 
pembunuhan dengan nomor register perkara 
295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. 
b) Dokumentasi yaitu menelusuri data yang berupa 
dokumen dan arsip yang diperoleh dari panitera muda 
bagian pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
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D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data 
secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahun yang umum 
kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses 
tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Atas Delik Kelalaian Yang 
Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dalam Perkara 
No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm 
1. Posisi Kasus 
Bahwa ia terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO, 
pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 19.30 wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 
2015, bertempat di Jalan Umum Poros Kp. Barembeng Desa 
Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor  yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa saksi saat itu 
sementara berada didepan rumah sementara duduk-duduk 
diteras rumah yang berada disebelah utara jalan dengan jarak 
kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian saksi sempat melihat 
korban Rahman Dg. Gassing sementara menyeberang jalan dari 
arah utara ke selatan dengan menggunakan sarung dan  kopiah 
hendak ke mesjid untuk sholat isya, selanjutnya terdakwa dengan 
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mengendarai sepeda motor matik tanpa plat dari arah timur ke 
barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam dengan tujuan 
untuk membelikan adik terdakwa obat serta bakso sehabis pulang 
dari baris, kemudian terdakwa tiba dijalan Poros Barembeng 
Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa terdakwa 
menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Dg. Gassing yang  
sementara menyebrang jalan dari arah utara ke selatan yang 
pada saat itu tiba-tiba ada didepan terdakwa namun terdakwa 
tidak bisa menghindari dan mengendalikan laju sepeda motor 
yang dikendarai terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung 
menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian badan korban dan 
terdakwa terlempar serta tidak sadarkan diri, kemudian saksi 
yang tidak  jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar suara 
benturan yang keras dan saat itu saksi melihat korban sudah 
tergeletak diatas aspal dengan kepala menghadap kearah utara 
sedangkan terdakwa terjatuh kedepan bersama dengan sepeda 
motor yang dikendarainya dekat bahu jalan selanjutnya saksi 
langsung membantu mengangkat korban tersebut bersama 
dengan Lk. Saipul saat itu saksi melihat korban dalam keadaan 
tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darah kemudian 
korban dibawah kerumahnya selanjutnya dibawah ke RSU 
Padjonga Dg. Ngalle Takalar selanjutnya dirujuk ke RSU  Syech 
Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa namun korban meninggal dunia 
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dalam perjalanan ke RSU Syech Yusuf Sungguminasa Kab. 
Gowa. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dilakukan oleh 
Terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO yang dibacakan 
pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
Bahwa ia terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO, 
pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 19.30 wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 
2015, bertempat di Jalan Umum Poros Kp. Barembeng Desa 
Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor  yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa saksi saat itu 
sementara berada didepan rumah sementara duduk-duduk 
diteras rumah yang berada disebelah utara jalan dengan jarak 
kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian saksi sempat melihat 
korban Rahman Dg. Gassing sementara menyeberang jalan dari 
arah utara ke selatan dengan menggunakan sarung dan  kopiah 
hendak ke mesjid untuk sholat isya, selanjutnya terdakwa dengan 
mengendarai sepeda motor matik tanpa plat dari arah timur ke 
barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam dengan tujuan 
untuk membelikan adik terdakwa obat serta bakso sehabis pulang 
dari baris, kemudian terdakwa tiba dijalan Poros Barembeng 
Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa terdakwa 
menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Dg. Gassing yang  
sementara menyebrang jalan dari arah utara ke selatan yang 
pada saat itu tiba-tiba ada didepan terdakwa namun terdakwa 
tidak bisa menghindari dan mengendalikan laju sepeda motor 
yang dikendarai terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung 
menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian badan korban dan 
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terdakwa terlempar serta tidak sadarkan diri, kemudian saksi 
yang tidak  jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar suara 
benturan yang keras dan saat itu saksi melihat korban sudah 
tergeletak diatas aspal dengan kepala menghadap kearah utara 
sedangkan terdakwa terjatuh kedepan bersama dengan sepeda 
motor yang dikendarainya dekat bahu jalan selanjutnya saksi 
langsung membantu mengangkat korban tersebut bersama 
dengan Lk. Saipul saat itu saksi melihat korban dalam keadaan 
tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darah kemudian 
korban dibawah kerumahnya selanjutnya dibawah ke RSU 
Padjonga Dg. Ngalle Takalar selanjutnya dirujuk ke RSU  Syech 
Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa namun korban meninggal dunia 
dalam perjalanan ke RSU Syech Yusuf Sungguminasa Kab. 
Gowa. 
 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut 
umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta 
barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu: 
a. Keterangan Saksi-saksi 
1. Nafsia Dg. Te’ne Binti Nahasang Dg. Lau 
Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada 
pokoknya menerangkan: 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar 
pukul 19.30 WITA di atas jalanan poros Kp. Barembeng 
Ds. Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa 
tepatnya di depan rumah saksi antara seorang 
pengendara motor dengna seorang pejalan kaki. 
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah 
suami Saksi yaitu ABD. RAHMAN DG. GASSING; 
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya 
karena sedang berada di dalam rumah; 
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kecelakaan lalu 
lintas tersebut setelah tetangga Saksi datang memanggil 
Saksi dan memberitahu Saksi; 
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam 
rumah sementara memasak di dapur, pada saat itu 
korban pamit ke mesjid untuk melaksanakan sholat Isha, 
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tidak lama kemudian Saksi mendengar tetangga Saksi 
datang memanggil Saksi dan memberitahukan bahwa  
suami Saksi menjadi korban tabrakan pengendara 
sepeda motor, saat itu Saksi langsung berlari keluar 
rumah menuju jalan raya dan mendapati suami Saksi 
sudah tergeletak di atas aspal di tengah jalan dengan 
posisi tiarap; 
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban sudah tidak 
sadarkan diri; 
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengeluarkan 
darah pada bagian mulut dan telinganya; 
- Bahwa kemudian Saksi bersama tetangganya 
mengangkat korban masuk ke dalam rumah Saksi dan 
tidak lama kemudian korban dibawa ke rumah sakit 
Umum Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar selanjutnya 
dirujuk ke Rumah Sakit Umum Syeh Yusuf 
Sungguminasa Kab. Gowa; 
- Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju 
Rumah Sakit Umum Syeh Yusuf Sungguminasa Kab. 
Gowa; 
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat ada 
korban lain dalam kecelakaan tersebut selain suami 
Saksi dan Terdakwa; 
- Bahwa di tempat kejadian kejadian tersebut jalan 
beraspal dan arus lalu lintas sepi, pandangan terbatas 
karena suasana agak gelap di malam hari dan tidak ada 
penerangan lampu jalan; 
- Bahwa setelah kejadian telah ada pihak dari keluarga 
Terdakwa yang 
- datang menemui Saksi untuk meminta maaf setelah 2 
(dua) minggu korban di kuburkan dan membawa uang 
sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 
- Bahwa Saksi belum dapat menerima uang pemberian 
pihak keluarga Terdakwa tersebut; 
 
 
 
 
2. MUH. AMIR bin HANAPI Dg. LALO 
Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya 
menerangkan : 
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- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan 
keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan 
dengan Terdakwa; 
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya; 
- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan 
sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada 
hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 
WITA di atas jalanan poros Kp. Barembeng Ds. 
Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa tepatnya 
di depan rumah Saksi antara seorang pengendara 
sepeda motor dengan  seorang pejalan kaki; 
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah 
ABD. RAHMAN DG. GASSING; 
- Bahwa Saksi mengenal Korban, Saksi adalah tetangga 
Korban; 
- Bahwa saat kejadian Saksi sementara berada di depan 
rumah sementara duduk menghadap ke arah Utara 
bersama dengan lel. SAIPUL, tidak lama kemudian Saksi 
mendengar bunyi benturan keras, dan pada saat itu 
Saksi menoleh ke arah suara tersebut, dan pada awalnya 
Saksi tidak mengetahui bahwa yang tertabrak adalah  
ABD. RAHMAN DG. GASSING nanti Saksi ketahui 
setelah melihat songkok tergeletak di atas aspal dan 
Saksi kenal songkok tersebut yakni songkok yang biasa 
dipakai oleh Korban; 
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapati Korban sudah 
tergeletak di atas aspal, sedangkan Terdawa terjatuh 
kedepan bersama dengan sepeda motor yang 
dikendarainya dekat bahu jalan; 
- Bahwa kondisi Korban saat itu masih hidup namun tidak 
sadarkan diri dan mulut serta telinga korban 
mengeluarkan darah, sedangkan kondisi Terdakwa 
pingsan dengan beberapa luka-luka di tubuhnya; 
- Bahwa selain Korban dan Terdakwa sudah tidak ada 
korban lain dalam kecelakaan tersebut; 
- Bahwa jarak posisi Korban dan Terdakwa saat itu kurang 
lebih 4,5 m (empat koma lima meter) ; 
- Bahwa setelah melihat kondisi korban Saksi bersama 
Sdr. SAIPUL selanjutnya mengangkat korban dan 
membawa Korban ke rumahnya dan tidak lama kemudian 
korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Padjonga Dg. 
Ngalle Kab. Takalar dan dirujuk Ke RSU Syeh Yusuf 
Sunggumianasa Kab. Gowa; 
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- Bahwa Korban akhirnya meninggal dunia dalam 
perjalanan dari Rumah Sakit Umum Padjonga Dg. Ngalle 
Kab. Takalar ke RSU Syeh Yusuf Sunggumianasa Kab. 
Gowa; 
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa 
- mengendarai sepeda motornya jenis Yamaha Mio warna 
hitam tanpa plat motor (motor baru) dari arah Timur ke 
Barat sedangkan Korban enyebrang jalan dari arah Utara 
ke Selatan hendak ke mesjid; 
- Bahwa menurut perkiraan Saksi saat itu kecepatan laju 
sepeda motor Terdakwa kurang lebih 40 km/jam (empat 
puluh kilometer per jam); 
- Bahwa kondisi jalan saat itu lurus dan beraspal, cuaca 
gelap karena malam hari sehingga jarak pandang 
terbatas, dan arus lalu lintas sepi; 
- Bahwa kondisi penerangan saat itu gelap karena tidak 
ada lampu jalan penerangan hanya berasal dari lampu 
rumah warga; 
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai 
Terdakwa saat itu yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna 
hitam tanpa plat motor (motor baru); 
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 
membenarkannya; 
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan 
sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang 
dialaminya; 
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari 
Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA 
di atas jalanan poros Kp. Barembeng Ds. Kalebarembeng 
Kec. Bontonompo Kab. Gowa; 
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas 
tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha 
Mio tanpa plat nomor (motor baru) miliknya dari arah 
Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 
km/jam dengan tujuan membelikan adiknya bakso dan 
membeli obat, setiba di jalan poros Barembeng Ds 
Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa Terdakwa 
menabrak pejalan kaki yaitu  korban ABD. RAHMAN DG. 
GASSING yang sementara menyeberang jalan dari arah 
Utara ke Selatan yang saat itu tiba-tiba ada di depan 
Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menghindarinya 
sehingga Terdakwa menabrak korban pada bagian 
badannya dan saat itu Terdakwa merasa terlempar 
kemudian tidak sadarkan diri; 
- Bahwa pada saat itu ban depan sepeda motor milik 
Terdakwa mengenai dan menabrak badan Korban; 
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- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apa-apa untuk 
menghindari kecelakaan tersebut termasuk mengurangi 
kecepatan dan mengerem karena kaget dan langsung 
menabrak Korban; 
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa 
mengalami luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada 
pinggang, terasa sakit pada pundak kanan dan berobat 
ke RSU Labuang Baji Makassar sedangkan pejalan kaki 
tersebut meninggal dunia; 
- Bahwa Terdakwa mengaku baru mengetahui korban 
pejalan kaki tersebut meninggal dunia setelah Terdakwa 
tersadar saat berada di Rumah Sakit Umum Padjonga 
Dg. Ngalle Kab. Takalar; 
- Bahwa Terdakwa mengaku saat itu tidak melihat korban 
menyebrangi jalan sehingga Terdakwa menabrak 
Korban; 
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa 
mengendarai sepeda motornya tidak membawa surat-
surat kepemilikan seperti STNK dan belum memiliki SIM 
C; 
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi arus lalu lintas 
pada waktu kejadian tersebut sepi, dan kondisi jalan lurus 
dan beraspal, cuaca gelap dimalam hari sehingga jarak 
pandang terbatas; 
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat menjalankan 
sepeda motornya tidak dalam keadaan menghayal; 
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi akhir korban 
pejalan kaki tersebut karena tidak sadarkan diri; 
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda 
motor yang dikendarainya sesaat sebelum terjadi 
kecelakaan lalu lintas yang dialaminya karena Korban 
tiba-tiba berada di depannya; 
- Bahwa Terdakwa mengakui sejak kejadian belum pernah 
menemuipihak keluarga korban karena Terdakwa sedang 
ditahan, namun pihak keluarga Terdakwa sudah ada 
yang menemui pihak korban untuk meminta maaf dan 
bermaksud memberikan uang duka kepada pihak 
keluarga korban namun pihak keluarga korban belum 
bias menerima uang tersebut; 
- Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di 
kemudian hari; 
 
Bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang 
meringankan  
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(a de charge) sebagai berikut: 
1. HASMAWATI 
Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut : 
- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan 
sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas 
antara pengendara sepeda motor dengan seorang 
pejalan kaki; 
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin 
tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA di 
atas jalanan poros Kp. Barembeng Ds. Kalebarembeng 
Kec. Bontonompo Kab. Gowa; 
- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan 
sedarah dengan Terdakwa, Saksi adalah Kakak Kandung 
Terdakwa; 
- Bahwa Saksi juga mengenal korban kecelakaan tersebut 
yaitu ABD. RAHMAN DG. GASSING dan masih 
mempunyai hubungan keluarga; 
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian 
kecelakaan lalu lintas tersebut karena berada di rumah; 
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas 
tersebut dari Terdakwa; 
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kecelakan lalu lintas 
tersebut adalah Terdakwa menabrak seorang pejalan 
kaki bernama ABD. RAHMAN DG. GASSING pada saat 
melintasi jalan poros Kp. Barembeng Ds. Kalebarembeng 
Kec. Bontonompo Kab. Gowa dimana peristiwa tersebut 
mengakibatkan Korban meninggal dunia, dan setelah 2 
(dua) minggu dari waktu kejadian pihak keluarga Saksi 
menemui pihak Korban dan meminta maaf serta 
memberikan uang  duka tetapi uang duka tersebut ditolak 
oleh keluarga Korban; 
- Bahwa yang menemui pihak keluarga Korban saat itu 
adalah Orang Tua dan Om dari Saksi; 
- Bahwa saat itu pihak Keluarga Terdakwa membawa uang 
duka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 
diberikan kepada keluarga korban tetapi ditolak oleh 
keluarga korban; 
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 
membenarkannya; 
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b. Alat Bukti Surat 
Alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa: 
- Visum Et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng 
Ngalle Nomor : 49/455/RSUD-VER/VIII/2015 tanggal 22 
Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Hendra 
Santoso. 
 
 
c. Petunjuk 
 
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang 
dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 
keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu 
dengan yang lainya maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa petunjuk hanya 
diperoleh dari:  
- Keterangan saksi-saksi  
- Surat  
- Keterangan Terdakwa  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian 
di dapat suatu petunjuk bahwa terdakwa HAMKA Bin ABDUL 
HAPID DG. TIRO telah menabrak korban pada saat korban 
sedang menyebrang jalan sehingga korban yakni ABD. 
RAHMAN DG. GASSING pada saat itu atau tidak lama 
kemudian meninggal dunia akibat benturan keras sebagaimana 
Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara. 
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d. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO dalam 
persidangan pada pokoknya menerangkan menerangkan: 
- Bahwa kejadian kecelakaan Lalu Lintas yang saya alami 
pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2105, sekitar jam 
19.30 WITA, dijalan poros Kp.Barembeng Ds. 
Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa dan yang 
terlibat kecelakaan adalah sepeda motor Yamaha Mio 
tanpa plat motor (motor baru) yang Terdakwa kemudikan 
menabrak seorang laki-laki yang sudah tua sedang 
menyebrang jalan; 
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan sepeda 
motor dengan kecepatan sekira 40 Km/ jam dengan 
perseneling gigi 4 (empat) sedangkan pejalan kaki yang 
sedang menyebrang jalan dari arah Timur ke Barat pada 
jalan yang sama; 
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat pejalan kaki 
yang menyebrang jalan sehabis dari shalat isya karena 
Terdakwa terlalu terburu-buru membelikan obat dan 
bakso untuk adiknya yang sehabis pulang dari baris 
kemudian terdakwa tiba dijalan Poros Barembeng Desa 
Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa terdakwa 
menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Dg. Gassing 
yang sementara menyebrang jalan dari arah utara ke 
selatan yang pada saat itu tiba-tiba ada didepan 
terdakwa namun terdakwa tidak bisa menghindari dan 
mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarai 
terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung 
menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian badan 
korban dan terdakwa terlempar serta tidak sadarkan diri 
dengan mulut mengeluarkan darahnya kemudian dibawa 
kerumahnya dan selanjutnya RSU Padjonga Dg. Ngalle 
Takalar selanjutnya dirujuk ke RSU Syech Yusuf 
Sungguminasa Kab. Gowa namun korban meninggal 
dunia dalam perjalanan ke RSU Syech Yusuf 
Sungguminasa Kab. 
- Bahwa pada saat itu ban depan sepeda motor milik 
Terdakwa mengenai dan menabrak badan Korban; 
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apa-apa 
untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk 
mengurangi kecepatan dan mengerem karena kaget 
dan langsung menabrak Korban; 
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- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa 
mengalami luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada 
pinggang, terasa sakit pada pundak kanan dan berobat 
ke RSU Labuang Baji Makassar sedangkan pejalan 
kaki tersebut meninggal dunia; 
- Bahwa Terdakwa mengaku baru mengetahui korban 
pejalan kaki tersebut meninggal dunia setelah 
Terdakwa tersadar saat berada di Rumah Sakit Umum 
Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar; 
- Bahwa Terdakwa mengaku saat itu tidak melihat 
korban menyebrangi jalan sehingga Terdakwa 
menabrak Korban; 
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa 
mengendarai 
- sepeda motornya tidak membawa surat-surat 
kepemilikan seperti STNK dan belum memiliki SIM C; 
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi arus lalu lintas 
pada waktu kejadian tersebut sepi, dan kondisi jalan 
lurus dan beraspal, cuaca gelap dimalam hari sehingga 
jarak pandang terbatas; 
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi arus lalu lintas 
pada waktu kejadian tersebut sepi, dan kondisi jalan 
lurus dan beraspal, cuaca gelap dimalam hari sehingga 
jarak pandang terbatas; 
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat menjalankan 
sepeda motornya tidak dalam keadaan menghayal; 
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi akhir korban 
pejalan kaki tersebut karena tidak sadarkan diri; 
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda 
motor yang dikendarainya sesaat sebelum terjadi 
kecelakaan lalu lintas yang dialaminya karena Korban 
tiba-tiba berada di depannya; 
- Bahwa Terdakwa mengakui sejak kejadian belum 
pernah menemui pihak keluarga korban karena 
Terdakwa sedang ditahan, namun pihak keluarga 
Terdakwa sudah ada yang menemui pihak korban 
untuk meminta maaf dan bermaksud memberikan uang 
duka kepada pihak keluarga korban namun pihak 
keluarga korban belum bias menerima uang tersebut; 
- Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di 
kemudian hari; 
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e. Barang Bukti 
Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan: 
1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat 
(motor baru). 
Kesimpulan:  
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah 
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi 
rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 
ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 
dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
negeri Sungguminasa MENUNTUT supaya kiranya berkenaan 
menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. 
TIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) 
Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA Bin ABDUL 
HAPID DG. TIRO dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; 
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
4. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa 
plat (motor baru). 
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HAMKA 
Bin ABDUL HAPID DG. TIRO 
 
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
 
4. Pertimbangan Majelis Hakim 
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, 
terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut 
akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis 
Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ 
yang telah didakwakan tersebut:  
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-
unsurnya sebagai berikut:  
1. Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor; 
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2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas; 
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia; 
 
Ad.1. Unsur “Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor: 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap 
Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai 
pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan 
suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada 
Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; 
Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dalam 
pasal yang didakwakan dalam perkara ini unsur setiap orang 
tersebut adalah ditujukan khusus kepada orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor. 
Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan 
kepersidangan orang yang bernama HAMKA bin ABDUL HAPID 
DG. TIRO yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, 
dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan 
saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta 
dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa 
dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut 
Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama HAMKA bin 
ABDUL HAPID DG. TIRO dengan identitas tersebut diatas yang 
dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai 
Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak 
pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut 
Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah 
terpenuhi menurut hukum. 
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 
Terdakwa HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO yang diajukan ke 
persidangan dalam perkara aquo sebagai orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah 
terbukti bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 
2015 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sedang mengendari 
sepeda motor dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang 
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lebih 40 km/jam, setiba di jalan poros Barembeng Ds Barembeng 
Kec. Bontonompo Kab. Gowa Terdakwa menabrak seorang 
pejalan kaki yaitu korban ABD. RAHMAN DG. GASSING yang 
sementara menyeberang jalan dari arah Utara ke Selatan hendak 
ke masjid yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan 
Terdakwa tidak dapat menghindarinya sehingga Terdakwa 
menabrak Korban dan mengakibatkan Korban meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas maka 
Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut 
hukum. 
Ad. 2. “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas” : 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena 
kelalainnya” adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang 
saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada 
hari hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA 
di jalan poros Barembeng Ds Barembeng Kec. Bontonompo Kab. 
Gowa Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motornya jenis 
Yamaha Mio Matic, menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban 
ABD.  RAHMAN DG. GASSING yang sementara berjalan kaki 
menyeberang jalan hendak ke masjid yang saat itu tiba-tiba ada 
di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menghindarinya 
sehingga Terdakwa menabrak Korban. 
Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa 
mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 
40km/jam dari arah Timur ke Barat dengan tujuan ingin 
membelikan adik Terdakwa Bakso dan Obat, sesampai di jalan 
poros Barembeng Ds Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa 
Terdakwa menabrak Korban ABD. RAHMAN Dg. GASSING yang 
sedang menyebrang jalan hendak ke mesjid dari arah Utara ke 
Selatan yang saat itu tiba-tiba ada di  depan Terdakwa dan 
Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan akhirnya menabrak 
Korban pada bagian badan dan selanjutnya Terdakwa terlempar 
dan tidak sadarkan diri. Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat 
korban karena cuaca gelap di malam hari sehingga jarak pandang 
terbatas dan saat itu kondisi arus lalu lintas sepi, dan kondisi jalan 
lurus dan beraspal. Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apa-
apa untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk 
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mengurangi kecepatan dan mengerem serta membunyikan 
klaskon karena kaget dan langsung menabrak Korban. Bahwa 
saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak dilengkapi 
dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak 
mempunyai SIM C. 
Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa pada saat 
mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 
40 km/jam dengan jarak pandang terbatas karena di malam hari 
tidak berhati-hati dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda 
motor miliknya sehingga tidak melihat Korban yang saat itu 
sedang menyeberang jalan dan langsung menabraknya, 
Terdakwa juga tidak melakukan upaya untuk menghindari 
kecelakaan tersebut termasuk mengurangi kecepatan dan 
mengerem kendaraan karena kaget melihat Korban  yang tiba-
tiba ada di depannya, Terdakwa juga tidak memberikan isyarat 
dalam hal ini membunyikan klason, sehingga pada akhirnya 
kecelakaan lalulintas berupa tabrakan tersebut terjadi. 
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan 
pertimbangan diatas maka Majelis menilai unsur “Karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah 
terpenuhi menurut hukum. 
Ad. 3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; 
Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan 
pada unsur kedua diatas dimana berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa karena 
kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan sepeda motornya 
sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni 
sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang 
pejalan kaki yaitu korban ABD. RAHMAN Dg. GASSING. 
Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban yaitu ABD. 
RAHMAN Dg. GASSING mengalami luka dan akhirnya meninggal 
dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Haji 
Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 49/455/RSUDVER/VIII/2015 
tanggal 22 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Hendra 
Santoso, yang hasil pemeriksaannya. Pada pemeriksaan luar: 
1. Keadaan Umum:   - Tidak sadar 
2. Kepala dan leher:  - Keluar darah dari hidung, telinga, dan 
mulut 
- Bengkak pada kedua mata 
3. Dada/Jantung/Paha: - Tidak tampak kelainan 
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4. Punggung:             - Tidak tampak kelainan 
5. Bahu:                     - Tidak tampak kelainan 
6. Alat Kelamin:         - Tidak dilakukan pemeriksaan 
7. Anggota Gerak 
a. Atas:       - Tidak tampak kelainan 
b. Bawah:   - Tidak tampak kelainan 
Kesimpulan: Luka diatas diakibatkan oleh benda Tumpul. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di 
atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pula oleh perbuatan 
Terdakwa. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang 
terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi 
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan 
atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu 
bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 
telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan 
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
persidangan ebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim 
sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat 
tuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan 
dibawah ini. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan: 
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•  Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal     
 dunia; 
  Keadaan yang meringankan:  
• Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan                
kesalahannya; 
• Terdakwa belum pernah dihukum; 
• Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa 
untuk memperbaiki tingkah lakunya; 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik 
hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat 
yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan 
pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan 
jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi 
yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang 
mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, 
Majelis Hakim Pengadilan negeri Sungguminasa menyatakan 
bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik 
yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut 
 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor; 
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 Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas; 
 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan 
wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan negeri 
Sungguminasa Bapak Sigit Triatmojo, S.H., (wawancara tanggal 
27 Maret 2017) yang pada saat itu sebagai Hakim Ketua yang 
memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa: 
Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai 
karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, 
dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. 
Unsur kemampuan bertanggungjawab terdakwa telah 
terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan 
tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia. Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan 
yang dilakukannya itu salah dan melawan hukum. 
Unsur adanya perbuatan jelas terpenuhi, ini berdasarkan atas 
fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa 
HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO telah bersalah melakukan 
tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraannya 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jadi, benar 
bahwa pada diri terdakwa terdapat kesalahan yaitu berupa suatu 
kelalaian. 
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
kelalaian lalu lintas dalam putusan No. 295/Pid.Sus/2015/PN Sgm 
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adalah menurut Sigit Triatmojo, S.H., (wawancara tanggal 27 
Maret 2017) yang menyatakan bahwa:  
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (tahun), 1 (satu) bulan agar terdakwa jera dan tidak 
mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi berdasarkan perilaku 
terdakwa yang kooperatif dalam persidangan yang membenarkan 
semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam 
persidangan dan mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak 
pernah terjerat kasus hukum sebelumnya oleh karena 
pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutus perkara 
tersebut dengan pidana yang lebih ringan dari ketentuan dalam 
pasal yang dilanggar. 
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini 
berjalan, peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan 
sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan 
menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan 
diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan 
juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.  
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan 
pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun 
pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun 
pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan 
Putusan Atas Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya 
Orang Lain Pada Putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm 
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1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim  
Perkara No. 295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dalam hal ini terdakwa 
diajukan ke persidangan berdasarka surat dakwaan yang 
diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya dimana tedakwa melanggar ketentuan Pasal 310 
ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus 
dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut 
kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya. 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor; 
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas; 
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia; 
 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi 
atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
tersebut yaitu sebagai berikut: 
Ad.1. Unsur “Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor: 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap 
Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai 
pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan 
suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada 
Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; 
Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dalam 
pasal yang didakwakan dalam perkara ini unsur setiap orang 
tersebut adalah ditujukan khusus kepada orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor. 
Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan 
kepersidangan orang yang bernama HAMKA bin ABDUL HAPID 
DG. TIRO yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, 
dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan 
saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta 
dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa 
dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut 
Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama HAMKA bin 
ABDUL HAPID DG. TIRO dengan identitas tersebut diatas yang 
dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai 
Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak 
pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut 
Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah 
terpenuhi menurut hukum. 
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 
Terdakwa HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO yang diajukan ke 
persidangan dalam perkara aquo sebagai orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah 
terbukti bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 
2015 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sedang mengendari 
sepeda motor dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang 
lebih 40 km/jam, setiba di jalan poros Barembeng Ds Barembeng 
Kec. Bontonompo Kab. Gowa Terdakwa menabrak seorang 
pejalan kaki yaitu korban ABD. RAHMAN DG. GASSING yang 
sementara menyeberang jalan dari arah Utara ke Selatan hendak 
ke masjid yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan 
Terdakwa tidak dapat menghindarinya sehingga Terdakwa 
menabrak Korban dan mengakibatkan Korban meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas maka 
Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang yang 
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mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut 
hukum. 
Ad. 2. “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas” : 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena 
kelalainnya” adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang 
saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada 
hari hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA 
di jalan poros Barembeng Ds Barembeng Kec. Bontonompo Kab. 
Gowa Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motornya jenis 
Yamaha Mio Matic, menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban 
ABD.  RAHMAN DG. GASSING yang sementara berjalan kaki 
menyeberang jalan hendak ke masjid yang saat itu tiba-tiba ada 
di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menghindarinya 
sehingga Terdakwa menabrak Korban. 
Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa 
mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 
40km/jam dari arah Timur ke Barat dengan tujuan ingin 
membelikan adik Terdakwa Bakso dan Obat, sesampai di jalan 
poros Barembeng Ds Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa 
Terdakwa menabrak Korban ABD. RAHMAN Dg. GASSING yang 
sedang menyebrang jalan hendak ke mesjid dari arah Utara ke 
Selatan yang saat itu tiba-tiba ada di  depan Terdakwa dan 
Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan akhirnya menabrak 
Korban pada bagian badan dan selanjutnya Terdakwa terlempar 
dan tidak sadarkan diri. Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat 
korban karena cuaca gelap di malam hari sehingga jarak pandang 
terbatas dan saat itu kondisi arus lalu lintas sepi, dan kondisi jalan 
lurus dan beraspal. Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apa-
apa untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk 
mengurangi kecepatan dan mengerem serta membunyikan 
klaskon karena kaget dan langsung menabrak Korban. Bahwa 
saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak dilengkapi 
dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak 
mempunyai SIM C. 
Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa pada saat 
mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 
40 km/jam dengan jarak pandang terbatas karena di malam hari 
tidak berhati-hati dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda 
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motor miliknya sehingga tidak melihat Korban yang saat itu 
sedang menyeberang jalan dan langsung menabraknya, 
Terdakwa juga tidak melakukan upaya untuk menghindari 
kecelakaan tersebut termasuk mengurangi kecepatan dan 
mengerem kendaraan karena kaget melihat Korban  yang tiba-
tiba ada di depannya, Terdakwa juga tidak memberikan isyarat 
dalam hal ini membunyikan klason, sehingga pada akhirnya 
kecelakaan lalulintas berupa tabrakan tersebut terjadi. 
 
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan 
pertimbangan diatas maka Majelis menilai unsur “Karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah 
terpenuhi menurut hukum. 
 
Ad. 3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; 
Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan 
pada unsur kedua diatas dimana berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa karena 
kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan sepeda motornya 
sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni 
sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang 
pejalan kaki yaitu korban ABD. RAHMAN Dg. GASSING. 
Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban yaitu ABD. 
RAHMAN Dg. GASSING mengalami luka dan akhirnya meninggal 
dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Haji 
Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 49/455/RSUDVER/VIII/2015 
tanggal 22 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Hendra 
Santoso, yang hasil pemeriksaannya. Pada pemeriksaan luar: 
3. Keadaan Umum:   - Tidak sadar 
4. Kepala dan leher:  - Keluar darah dari hidung, telinga, dan 
mulut 
- Bengkak pada kedua mata 
3. Dada/Jantung/Paha: - Tidak tampak kelainan 
4. Punggung:             - Tidak tampak kelainan 
5. Bahu:                     - Tidak tampak kelainan 
6. Alat Kelamin:         - Tidak dilakukan pemeriksaan 
7. Anggota Gerak 
a. Atas:       - Tidak tampak kelainan 
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b. Bawah:   - Tidak tampak kelainan 
Kesimpulan: Luka diatas diakibatkan oleh benda Tumpul. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di 
atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pula oleh perbuatan 
Terdakwa. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang 
terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi 
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan 
atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu 
bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 
telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan 
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
persidangan ebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim 
sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat 
tuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan 
dibawah ini. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan: 
 Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal     
dunia; 
 
Keadaan yang meringankan:  
 Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan                
kesalahannya; 
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 Terdakwa belum pernah dihukum; 
 Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa 
untuk memperbaiki tingkah lakunya; 
 
Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam 
rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu 
karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim 
mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana 
atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam 
ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya 
dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.  
Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan 
yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari 
pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal 
dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan 
didalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk 
membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 
alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan 
keterangan terdakwa. Maka hakim mensinergikan dengan alat 
bukti kejadian.  
Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan: 
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Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. 
 
Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain maka Majelis Hakim juga harus 
mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan 
yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik 
alasan pemaaf dan alasan pembenar.  
Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus 
perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa 
orang lain sesuai wawancara penulis teerhadap hakim yang 
memutus perkara tersebut Sigit Triatmojo, S.H., (wawancara 
tanggal 27 Maret 2017) mengatakan bahwa dalam memutus 
perkara sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada 
saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian 
atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari 
tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa 
apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan taukah 
banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum, 
dan bagaimana perilaku terdakwa dalam persidangan. Terdakwa 
dalam persidangan bersikap sopan dan membenarkan semua 
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keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan 
dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulanginya 
kembali, dan seseorang yang tidak pernah terjerat kasus hukum 
sebelumnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim 
dalam memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang 
akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara 
selama 1 (satu) Tahun, 1 (satu) Bulan. 
Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka majelis 
hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu 
juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan 
serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-
alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari 
tahanan. 
Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah 
putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam 
amar putusan Pengadilan negeri Sungguminasa atas Perkara 
No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm 
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2. Amar Putusan 
 M E N G A D I L I: 
1. Menyatakan terdakwa HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia”; 
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Plat 
nomor motor baru), Dikembalikan kepada Terdakwa 
HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO; 
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp2.000 ,- (dua ribu rupiah); 
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3. Analisis Penulis 
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada 
dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti 
tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang 
didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian 
menurut undang-undang yang bersifat negatif. 
Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem 
pembuktian terbalik (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:408-
409) karena: 
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena 
untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang 
jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada; 
b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya 
alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat 
membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang 
terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu 
belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak 
pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah 
melakukan tindak pidana tersebut. 
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Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu 
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-
undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan 
tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak 
ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk 
pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 
sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat 
dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya 
seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan hal 
tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan 
menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat (Moeljatno, 1983:6) 
yaitu: 
 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung 
jawabkan dari si pembuat; 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis 
si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: 
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a. Disengaja; 
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai. 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si 
pembuat. 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang 
baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat 
membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan 
kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan 
faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 
dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana 
yang tidak. 
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang 
yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan 
kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat 
dipertanggung jawabkan. 
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. 
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Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur 
perbuatan melawan hukum. 
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan 
keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang 
dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena 
kelalaian (culpa). 
Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan karena 
kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan 
dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang 
yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 
KUHP yang menyatakan sebagai beriku: 
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau kurungan paling lama satu tahun. 
 
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang 
dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau 
alasan pemaaf. 
Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa 
dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan 
hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatanya tidak 
dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada 
adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu 
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tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, 
jadi tidak dijatuhi pidana. 
Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan 
menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I 
KUHP, yaitu dasar Pembenar: Bela paksa Pasal 49 ayat (1) 
KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-
undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat (4) 
KUHP. 
Dalam putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu 
berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, 
dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang 
digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat 
visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam 
hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam 
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melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan 
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan 
penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis 
Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu 
perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain 
meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. 
Dan hal-hal yang meringankan yaitu: 
• Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan                
kesalahannya; 
•    Terdakwa belum pernah dihukum; 
•  Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa 
untuk memperbaiki tingkah lakunya; 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hokum pidana materil dalam Putusan No. 
295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 
Dakwaan Tunggal yaitu  Pasal 310 ayat (4)  Undang-Undang RI 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana 
unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh 
Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal 
saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum 
materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana 
yang berlaku di Indonesia.  
2. Pertimbangan hokum hakim dalam perkara ini terhadap kelalaian 
yang mengakibatkan kelalaian atau luka dalam Putusan 
No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm berdasarkan Pasal 310 Undang-
Undang Repukblik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat-alat bukti yang 
terungkap di dalam persidangan tersebut yang menambah 
keyakinan hakim maka melalui amar putusannya hakim 
menetapkan Terdakwa HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
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pidana "Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” 
dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan dan juga 
dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai 
berikut: 
Keadaan yang memberatkan: 
• Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal 
dunia; 
Keadaan yang meringankan:  
• Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan 
kesalahannya; 
• Terdakwa belum pernah dihukum; 
• Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa 
untuk memperbaiki tingkah lakunya 
B.  Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut: 
1. Majelis hakim harus teliti dan cermat dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa, mengingat surat dakwaan merupakan dasar 
bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu 
hakim juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang 
hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan 
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juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menjatuhkan 
putusan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim 
harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada 
saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, 
menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
dapat dipidana. 
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